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ROYANI HAKIM (_B 111 10 283), Tindak pidana Kepcmitikan senjataApi ranpa lzin (studi Kasus putusan Nomor 900/pid.8/2012lpN.Miks),
dibawah bimbingan Bapak said Karim, sebagai pembimbing I dan Bapak
Amir llyas sebagai Pembimbing ll.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata
api tanpa izin dalam Putusan Nomor: 900/pid.B/2012lpN.MKS dan untut<
mengetahui hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindakpidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam puiusan Nomorg0aPid.Bl2012lPN.MKS. Penelitian yang dilaksanakan di pengadilan
Negeri Makassar dan Polrestabes Makasslr, serta penelitian kepusiakaan
dengan mempelajari. buku-buku, perundang-undangan yang beihubungan
dengan materi penulis skripsi ini.
Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidanakepemilikan s-e11ata api tanpa hak ' dalam perkara
No.900/Pid.Bl2012lPN. Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum
baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar retintuan
Pasq! 1 aya] (1) u.ndang.-undang No.12 Tahun 1951 tentang senjata Api
dan Bahan Peledak. Tuntutan penuntut Umum dalam surat olrwain tenn
terpenuhi yakni menyatakan Terdakwa Ahmadi sabiruddin alias Madi
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"memiliki senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat(1) tentang senjata api dan abahn peledak, dan menjatuhkan pidana
terhadap Ahmadi sabiruddin alias Madi selama 2 (dua) tahun. Majelis
Hakim sebelum menjatuhkan pidana, harus mempertimbangkan ploa
beberapa hal, baik hal-hat yang memberatkan dan meringankari terdakwa.
Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yrng melakukantl$r! pidana kepemilikan senjata api tanpa hak pada stuii kisus putusan
900/Pid.8/2012lPn.Mks, berdasarkan alat-alat bui<tiyakniketerangan saksi
dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat
Dakwaan oleh Penuntut Umum, serta fakta-iakta ydng terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendir]. oisamiping itu
sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu naLnil fangdapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan
hukuman setimpal, serta dapat memberikan keadihn Sagi masyarakat
terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakirn ini telah-sesuai
dengan ketentuan Undang-undang yang bedaku.
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Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi
akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup
manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia.
Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-
kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan
perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang
dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut
semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi
dan canggih.
Demikian iuga dengan perkembangan pada saat ini
mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya
didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia
hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan
tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan
dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada
dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses
yang cukup panjang.
lndonesia merupakan negara hukum dimana negara menurut
Logemann (M. Solly Lubis, 2001 : 1) adalah "suatu organisasi
kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang
mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat". Sementara
hukum menurut Achmad Ali (2002: 30) adalah "seperangkat kaidah
atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga
dalam kehid upan bermasyarakatnya".
Soehino (2005 : 148) menegaskan bahwa negara sebagai
wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan
bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran
tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan
tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Tujuan
negara itu adalah menyelenggarkan kesejahteraan dan
kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil
dan makmur.
Berdasarkan hal tersebut, negara hukum adalah negara yang
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas
hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan
pemerintahan, adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Dalam
negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum
dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide
tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas
kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian
dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum,
bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada
konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut,
sulit disebut sebagai negara hukum (Ridwan H.R., 2011:2)
Negara kita akan selalu melindungi rakyatnya dari segala
ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Segala tingkah laku
dan hak yang timbu! dari dalam diri masyarakat itu dibatasi oleh
ketentuan hukum positif yang jika perbuatan itu melanggar
ketentuan tersebut baik berupa kejahatan maupun pelanggaran
maka akan dikenakan sanksi yang diterapkan oleh negara
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tidak terlepas apakah
dia masyrakat sipil, PNS ataupun aparat penegak hukum yang
melakukan kejahatan atau pelanggaran harus diproses melaluijalur
hukum.
Eksistensi lndonesia sebagai negara hukum secara tegas
disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 : "lndonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(rechfssfaaf)". lndikasi bahwa lndonesia menganut konsepsi welfarc
sfafe terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan
tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Melindungi segenap
bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan
ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program
jangka pendek, menengah, dan panjang.
Secara normatif, lndonesia sebenarnya termasuk negara yang
cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk
kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur
mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat
No. 12 Tahun 1952 tentang Ordonnantiettijdelije Bijzondere
StrafBepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang
Republik lndonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. I Tahun
1948 tentang Dewan pertahanan Negara Nomor 14 dan
Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian lzin
Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang
Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-
undangan Mengenai Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan
yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO.
Skepl244lll/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004
tentang Pelaksaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-
Organik.
Berdasarkan SK tahun 20A4, persyaratan untuk mendapatkan
senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan
syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan
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lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki setifikat
menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga
mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan
pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk
kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan
angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi
Departemen Kehakiman. Seiring dengan meningkatnya kejahatan
dengan senjata api, pada tahun 2AO7 Kapolri mengeluarkan
kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api
ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil,
senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah
habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku,
izin kepemilikan senjata api di lndonesia dibatasi hingga satu tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan
Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh
sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat.
I\4eskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon
pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin
kepemilikan senjata.
Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu
hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana
penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa
seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat
bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan
negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela
diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila
disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan
peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan
peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan
menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun
masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar
bagi kehidupandan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat
melemahkan ketahanan nasional. Meningkatnya kriminalitas
sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan
kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalamdalam kehidupan
masyarakat.
Untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu
perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
penyalahgunaan senjata api, dan akibat apa yang ditimbulkan dari
penyalahgunaan seniata api tersebut.
Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak
hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka
kejahatan dari kepemilikan seniata api ataupun penggunaannya,
akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala
macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu
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mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan
dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola
senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh
pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal
yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.
Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas
dari masih adanya peredaran senjata api illegal yang ada di
masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api,
setiap orang merasa memiliki kakuatan yang cukup untuk
menyerang "musuhnya", tanpa mereka sadar bahwa "musuhnya"
juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa
nyawa melayang dengan sia-sia.
Dengan menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa
mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi
kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, antar
agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan
kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat,
baik kepada polisi atau kepada TNl. Kepemilikan senjata api secara
tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah
memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum








Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka saya berinisiatif
untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api Tanpa lzin, dan menuangkannya dalam
sebuah karya ilmiah dengan judul "Tindak Pidana Kepemilikan
Senjata ApiTanpa lzin"
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap
pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin
Nomor: 900/Pid. B/20 1 2/PN. Mks
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam Putusan
Nomor: 900/Pid.B/201 2lPN.Mks
Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap
pelaku tindak pidana kepemilikan senjata apitanpa izin dalam
Putusan Nomor: 900/Pid.8/201 2/PN.Mks
c.
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b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam
Putusan Nomor: 900/Pid.B/201 2/PN.Mks
2. Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan
maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
sebagai berikut:
a. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai
tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang
dilakukan oleh mahasiswa.
b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak
hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah






1. Pengertian Tindak Pidana
lstilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah
strafbaar feit. Akan tetapi didalam berbagai perundang-
undangan yang berlaku di lndonesia dikenal istilah-istilah yang
tidak seragam dalam meneriemahkan strafbaar feit'
Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan didalam





Dari beberapa istilah diatas yang paling populer dipakai
adalah istilah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa
buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan
hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah
tindak pidana.
Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah
lain. Moeljatno (1987:55) meneriemahkan strafbaartetT dengan
kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
yang meianggar larangan larangan tersebut' Dapat iuga
ilfatatan bihwa perubuatan pidana adalah perbuatan
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yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam
pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan
kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan
penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada
hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang
menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk
pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu,
dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan
kejadian itu.
Moeljatno (1963:60) juga menganggap lebih tepat
menggunakan istilah hukum perbuatan pidana dengan alasan-
alasan sebagai berikut:
1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang
menimbulkan handleing atau gedraging seseorang
mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk
tindak tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam
percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak
senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dan juga
istilah seperti perbuatan melawan hukum (onrecht
maligedaad).
Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan
dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, berikut penulis
kemukakan beberapa pandangan pakar hukum pidana antara
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lain yaitu, R. Tresna (Tolib Setiady 2010:10) menjelaskan
bahwa:
Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan
atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman
J.E Jonkers (Tolib Setiady 2010:10), menyebutkan bahwa:
1. Strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat
diancam pidana oleh Undang-undang;
2. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan
hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono
Prodjodikoro (1 989:55), bahwa:
Tindak pidana atau dalam Bahasa strafbaarfeit, yang
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van
Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di
lndonesia ada istilah dalam nahasa asing, yaitu delicf yang
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan
subjek tindak pidana.
Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah
strafbaarfeff yang diaftikan dengan kata peristiwa pidana yang
pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula
yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan
peristiwa pidana, demikian pula yang dikemukakan oleh Tresna
(Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut:
Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau
peraturan perundang-perundangan lainnya terhadap
perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
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Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa
pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia
yang pembuatnya diancam pidana.
Lanjut Simons (Andi Zainal Abidin Farid.
mengartikan "strafbaaffeit (terjemahan harafiah:






Menurut Van Hamel (Andi
pen gertia n strafb a arfe it ada lah :
seseorang yang
Zainal Abidin Farid, 1995:225),
Perbuatan manusia yang diuraiakan oleh undang-undang,
melawan hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untuk
dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (enaan
schuld te wijtenl.
Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simens,
tampaknya lebih menekankan padan adanya kesalahan yang
meliputi kesengajaan (dolus), alpa, dan kelalaian (culpa lata),
sementara Van Hamel mengartikan sfrafbaafieit jauh lebih luas,
selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan
bartanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah
strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah
strafwaardigfeit.
Selanjutnya Andi Zainal Farid (1995:230) merumuskan delik
sebagai berikut:
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Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan
materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau
keadaaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya
dasar pembenar.
Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah
deliklah yang paling tepat karena:
a. Bersifat universal, dan dikenal dimana-mana;
b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup
delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan
hukum, badan, orang mati;
c. Orang yang memakai istilah strafbaarterT, tindak pidana,
dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara
prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara
pidana atau perkara kriminal sekarang (adi orang salah
mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat);
yang penulis temukan istilah perkara padu sebagai
lawan prodoto (C. Van Vollen hoven, Het Adatrecht van
Nederlandsch lndie, 1 :562 dstnya);
e. lstilah perbuatan pidana (sepefri istilah lainnya) selain
perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi
Bahasa lndonesia mengandung kejanggalan dan
ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda;di dalam Bahasa lndonesia kata benda seperti
perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang
menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh
dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat
bahwa ada hubungan logis antara keduanya.
Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan
perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam
penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai
pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan
perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam
dengan pidana oleh Undang-undang.
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Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) dapat ditarik
kesimpulan bahwa, terjemahan yang dipergunakan para ahli





d. Perbuatan kriminal, dan
e. Delik.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik
merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan
hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan
ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.
Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-
macam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan
melawan hukum, dimana pelakunya dapat dipidana jika
melakukan perbuatan tersebut.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu
dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut
Moeljatno 1993:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri dari atas:
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subjektif;
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Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-
unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang
menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi
unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun
unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya
kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu
perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan
hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari
masyarakat.
Moeljatno (1993:6a) yang menganut pandangan dualisme
terhadap delik, menyatakan bahwa melalui syarat-syarat
pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan
pertanggungjawaban pembuat :
a. Unsur perbuatan (handlung)
1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
2) Melawan hukum.
3) Tidak ada dasar pembenar.
b. Unsur pembuat (handlelende)
1) Kemampuan bertanggungjawab.
2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos
(sengaja atau opsef) dan culpa /afa (kelalaian).
3) Tidak ada alasan pemaaf.
Menurut Andi ZainalAhidin Farid (1981 : 171\ bahwa:
Aliran dualisme tentang delik memandang, bahwa untuk
memidana seseorang yang melakukan delik harus ada
syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (feO
dan pembuat (dealer), karena masing-masing mempunyai
unsur tersendiri.
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Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179)
menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan
pandangan dualisme sebagai berikut:
Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal
unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik
menurut aliran dualisme yaitu :
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik
materiil);
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
e. Tak adanya alasan pembenar.
Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 180) sendiri
berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah
sebagai berikut:
Perbuatan aktif atau pasif;
Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas)
dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal
27 UU. No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman)
Akibat, yang hanya diisyaratkan untuk delik materiil;
Keadaan yang menyertai perbuatan yang diisyaratkan
untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal
164 dan 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang
pembuatnya harus pegawai negeri);
Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang
diterima secara diam-diam).
Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan
hukum tidak disebut didalam pasal UU Pidana, maka ia
merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak








Jika dibandingkan dengan hukuman, temyata pidana
merupakan istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik
sifat dan bentuk maupun cara pelaksanaannya, sedangkan
hukum mempunyai cakupan pengertian yang luas.
Menurut Muliadi dan Arief, (1992:2):
lstilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional,
dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena
istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup
luas. lstilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam
bidang hukum tetapijuga dalam istilah sehari-hari di bidang
pendidikan, moral, agama dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan
istilah pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana
secara resmi telah dipergunakan dalam UU Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut:
(1) Nama Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van
strafrecht voor Nederlandsch lndie diubah menjadi
Wetboek van Strafrecht.
(2) Undang-Undang tersebut dapat disebut KUHPidana.
Tentang bagaimana pengertian pidana, berikut ini akan
dikemukakan pendapat beberapa sariana, antara lain:
Wirdjono Prodjodikoro (1961 : 1) mengemukakan bahwa:
"Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh
instansi yang berkuasa ditimpakan kepada seorang oknum
sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang
tidak sehari-hari ditimpakan."
Sudarto (Muladi dan Arief, 1992:2) yang dimaksud dengan
pidana ialah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
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orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu"
Van Hamel (Lamintang, 1997:47) berpendapat bahwa
pidana adalah "reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu
nestapa yang dengan sengaja ditimpangkan Negara
kepada pembuat delik itu" (Een bijzotegen den overtreder
ven een door dan staat genhandhaafd rechtsvoorschrift, op
den den enkelengrond van die oveftrading, van wege den
staat ais. Handhaver der openbare rehtsorde, door met de
rechtsbedeeling belasfegesag uit te sreken).
Diterjemahkan oleh Lamintang (1997:afl sebagai berikut:
Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang benruenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai
penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang
tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang
harus ditegakkan oleh Negara.
Simons (Lamintang, 1997:46), pidana atau sfraf itu adalah:
Het leed, door de strafuet als gevolg aan de overtrading
van de nom verbonden, date an den schuldige bij rechterlijk
vonnis wordt opgelegd.
Diterjemahkan oleh Lamintang (1997:a8) sebagai berikut:
Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah
dikaitkan dengan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang
yang bersalah.
Muladi dan Arif , (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana itu
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak
menyenangkan;
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah
melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
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Beberapa definisi serta kesimpulan yang diambil oleh
Muladi seperti diuraikan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa
pidana (sfraf) merupakan suatu penderitaan yang dirasakan
tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh yang
berwenang karena terbukti telah melakukan delik (tindak
pidana) menurut undang-undang.
Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan
Barda Nawawi (1991:1), bahwa:
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga
dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau
memutuskan tentang hukuman (lbarcchfen). Menetapkan
hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut
bidang hukum pidana saja, akan tetapijuga hukum privat.
Menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi, 1991:1),
bahwa "istilah penghukuman dapat disempitkan artinya.
Penghukuman dalam perkara pidana yarq bersinonlm
pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim"
Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma
dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma
tersebut. Sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-
sanksinya, maka itu merupakan suatu peraturan hukum pidana.
Menurut Muladi dan Barda Nawawi, (1991:2) suatu peraturan
hukum pidana pada umumnya mengatur tentang:
1. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai
ancaman pidana;






Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan
(sfarsoorf)
Ukuran pidana (strafmaat) yakni untuk berapa lama atau
berapa besar yang dapat ditimpakan;
Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan
(strafmodus),
Dengan demikian yang membedakan hukum pidana
dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa
pidana,
Menurt Sudarto (1986:22-23), bahwa "sanksi dalam hukum
pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan
bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif'
Lebih lanjut Sudarto (1986:23) berpendapat bahwa pidana
termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme)
bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu
yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenal. Oleh karena
itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat
dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan
(pembenaran (justification) dari pidana iru. Koreksi
mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan
peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi.
Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan
terpidana kedalam masyarakat dengan daya tahan, artinya
tidak melakukan lagi kejahatan. Pengayoman kehidupan
masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana
pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan,
bahkan ditakuti bahwa di masa akan datang masih besar
kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun
telah dilakukan usaha resoliasisasi. Menurtnya terhadap
tujuan koreksi, resosialisasi dan pengayoman kehidupan
masyarakat, masalahnya bukanlah mengenai pilihan yang
bersifat alternatif tetapi mengenai aksen atau tekanan yang
diletakkan pada salah satu daritiga haltersebut.
J.E Sahetapy (1982:263) mcngernukakan bahwa:
Pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pembebasan yang
dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan
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secara mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat
membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang
lama maupun cara berpikir dan kebiasian yang rama. iaoi,
makna pembebasan menghendaki agar ii p6tatu bukan
saja dibebaskan dari aram pikiran yang jahat, yang keliru
melainkan ia harus pula dibebaskan dari- kenya-taan sosialyang membelenggunya.
schwart dan skotnock (Muradi dan Arief, 1gg2:2a)
mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:
1. Mencegah terjadinya pengurangan tindak pidana (toprevent recidivism);
Mencegah oralg lain melakukan perbuatan yang sama
seperti yang dilakukan si terpidana (to detei othbr from
pe ffo rm a n ce of si m i I ar acfs) ;
2.
3. Menyediakan saluran untuk
balas dendam (to provide a
mewujudkan motif-motif
channel for expression of
retaliatory motives).
Lamintang (1997 :21), bahwa pada dasarnya terdapat tiga
pokok pikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
Menurut Hoefnagers (Muradi dan Arief, 1gg2:21), tujuan
pidana adalah untuk:
Untuk memperbaiki pribadi penjahat;
l{nlrl membuat jera orang untuk melakukan kejahatan;
YIyf membuat penjahat-penjahat tertentu (yri,g sudahtidak 9rpr! diperbaiki lagi) menjadi tiOir -mampu
melakukan kejahatan yang liin.
Penyelesaian konflik (Conflict Resotution);
Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke
ara-h perbuatan yang kurang lebih sesuai Oengai hukum(lnfluencing offenders and possibly other fiiai offenderc





B. Subiek Hukum Pidana
Konsepsi tentang Subjek Hukum atau Orang selaku
pendukung hak dan kewajiban berada pada kedudukan yang
sangat penting dalam ilmu hukum, oleh karena,
pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hak, kewajiban,
penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, dan sebagainya
akan berpusat pada konsepsi ini.
Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
lndonesia yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah
natuurlijke persoon, atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam
tiap-tiap pasal KUHP, Buku ll dan Buku lll. Sebagian besar
kaidah-kaidah hukum Pidana di dalam KUHP dimulai dengan
kata barang siapa sebagaiterjemahan dari kata Belanda hij.
Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki
kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.
Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan
mendukung kewajiban sebagai konsekuensi kehidupannya
dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, setiap manusia
dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai
manusia meninggal, hukum sudah menentukan baginya bahwa
dia dapat memiliki hak dan kewajiban tertentu.
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c.
Bahkan, dalam keadaan tertentu hukum dapat memberi hak
kepada seseorang yang belum dilahirkan sepanjang
kepentingannya menghendaki demikian. Kiranya jelas adanya
perlindungan hukum terhadap eksistensi manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum,
memiliki kewenangan hukum yang berimbang.
Meskipun demikian, penting untuk dikemukakan, bahwa
dalam keadaan-keadaan khusus, seorang manusia yang
memiliki kewenangan hukum tadi dipandang tidak cakap (tidak
mampu) menjalankan sendiri kewenangan hukum (hak dan
kewajibannya) dan harus diwakili oleh pihak lain. Golongan
seperti ini, dikenal sebagai Personae Miserable.
Senjata Api
1. Pengertian Senjata Api.
Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah
terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang
tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat
diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat
perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan
yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk
perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan
untuk dipasang pada alat demikian.
24
Menurut ordonasi Senjata Api tahun 1g3g jo UU Darurat
Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:
Bagian-bagian dari senjata api
Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api)
termasuk bagiannya
Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan
tanpa mengindahkan kalibernya
S I ac htp i sto/en (p istol penyem beli/pemoton g)
Sein pisfo/en (pistol isyarat)
Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda
bahaya), sfarf revolvers (revolver perlombaan),
shijndood pistolen (pistol suar), schgndood rcvolvers(revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis
itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau
menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.
Adapun pengertian Senjata Api, yaitu:
1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai
barang kuno atau barang antik;
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat
sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan pOLRI ada
beberapa penggolongan senjata api yaitu:
Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan
berat;
Rocket Launcher untuk semua jenis;
Mortir, untuk semua jenis;
Meriam, untuk semua jenis;
















2. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api
Pada pembahasan ini akan diuraikan penjelasan mengenai
penggolongan senjata api. Baik itu yang digunakan dalam
ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar
ruang lingkup TNI dan POLRI.
Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI
adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Adapun contoh dan jenis-jenisnya
antara lain sebagai berikut:
a. Revolver model 66 kal. 357
Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm
dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m,
isi magase 6 peluru.b. Revolver model2S kal. 357
Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm,
dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m,
isi magase 6 peluru (silinder).
Pistol Pindad Pl Kal. 9 mm
Asal negara lndonesia, panjang dan berat senjata 196
mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak
1080 m, isi magasen 13 peluru.
Pistol isyarat Rusia kal 26 mm
Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang
laras 4,5 inchi.
Pistol US M. 1991 A1 Kal.45 mm
Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m
dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak
1440 m, isi magasen 7 peluru. (www.wikipedia.org)
Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup
TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau
instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin






dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri
termasuk pada senjata api untuk olah raga menembak,
senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.
Adapun senjata apiyang boleh digunakan diluar lingkup
TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata apitersebut adalah:
Non otomatik;
Seniata bahu dengan maksimum kaliber 22atau kaliber
lainnya;
c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau
kaliber lainnya;
Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12
GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk
per orang;
Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis
senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber
22125132 dan senjata bahu Shortgun kaliber 12 mm;
Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh
memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan
kaliber 31125122 atau senjata api bahu jenis shortgun





3. lzin Kepemilikan Senjata Api.
dan hunter OO7.
Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-
undang Nomor I Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan
Pemberian lzin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan
sebagai berikut:
Dalam pasal I UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang
yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan
memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian
senjata api menurut cqntoh yang ditetapkan oleh kepala
kepolisian negara.
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Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan
atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani
langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada
pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan
Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang
Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan perizinan
Menurut Undang-Undang Senjata Api.
Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-
persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara
perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan
menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya
dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya
untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota perbakin
yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan
rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui
secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai
penggunaan senjata api.
lzin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri
hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut
ketentuannya, mereka harus dipilih secara selekti. Mereka
masing-masing adalah pejabat swasta datau perbankan,
pejabat pemeri ntah, TN l/Polri dan pu rnawirawan.
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Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang
diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden
direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan
direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing
Menteri, Ketua MPRIDPR, Sekjen, lrjen, Dirjen, dan Sekretaris
Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda,
lrwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR.
Adapun untuk jajaran TNllPolri mereka yang diperbolehkan
memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan
pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas
khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang
diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah
dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting
di Pemerintah/swasta.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pengda
Perbakin DKI Jaya. Konal Pribadi, yang dikutip dari
(www. acumendfund.org) :
Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api
yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat.
Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara
hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan
test perpanjangan, yaitu test psikologi.
Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun
jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi.
Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan
memiliki I sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang
digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut
senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran,
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anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau
menyimpan senajata api sesuai nomor yang menjadi
spesialisasinya.
Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata
api, namun tidak semua anggota membawa pulang
senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata
dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang
mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan
menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa
membawa pulang, anggota Perbakin juga harus
mengajukan surat ijin menyimpan seniata api. Surat ijin ini
diajukan pada pihak Polda."
Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api
antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh
perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22
dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk
senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan
kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar
ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per
orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan
Kelakukan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan
memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata
deiberikan pada orang yang tidak mahir menembak
dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang
lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan
kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.
Menurut Prasetyo (Tempointeraktif, 6 Desember 2010),
seorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus
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mengetahui dengan baik ketentuan dan undang-undang
tentang mengetahui senjata api serta mendapatkan
rekomendasi dari Kapolda dan Kepala Badan lntelejen TNl.
Bahkan, pengguna senjata api dari kalangan satuan pengaman
(satpam) juga harus melalui prosedur.
4. Penyalahgunaan Senjata Api.
Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
hukum lndonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut
dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak
diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan
secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948
Tentang Pendaftaran dan Pemberian ljin Kepemilikan Senjata
Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa
setiap orang haruslah memiliki tzin pemakaian senjata api
menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian
negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah
melalui kepala kepolisian negara.
Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api
diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan
perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan,







prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi
penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum.
Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah
sebagai berikut (http://wartapedia.com/edukasi/panduan1397-
prosed ur-tekn is-kepemi likan-senjata-api-sipil. html) :
1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi
syarat medis dan psikologis tedentu. Secara medis
pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang
dapat mengurangi keterampilan membawa dan
menggunakan senjata api dan berpengklihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan
panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil
psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh
Dinas Psikologi Mabes Polri;3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan
pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna
senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan
atau membahayakan jiwa orang lain;4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah
terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang
dibuktikan dengan SKKB;
Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan
kadit IPP san Subdit Pamwassendak.
Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan
memiliki lzin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).
Selain itu, pemohon harus mengetahui prosedur
selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
hukum yang berlaku :
1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan
rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat,
dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon









Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus
tespsikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di
Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi
kelas I sampai kelas lll calon harus lulus tes keahlian.
Kualifikasi pada kelas lll ini harus bisa berhasil
menggunakan sepuluh peluru dan membidik target
dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan
dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lnstitusi
Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri
dan harus disahkan oleh pejabat Polriyang ditunjuk).
Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus
diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai
eRam hulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut,
Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.
Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum
dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata
api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang
berlaku (http://rixco.mutiply.com/journal/item/9). Adanya
penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api
dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud
penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang
diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009
pada Pasal 9 disebutkan bahwa "dalam menerapkan tugas
pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat
setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas,
nasesitas dan proporsionalitas".
Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau
penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan
hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas
4.
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merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan
penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan
dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat
dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan
lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionatitas, yaitu
asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat
dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan
tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat
dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api
tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan
hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang
diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang
berlaku di lndonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api
secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 ayat 3 dan
pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat 4
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1g4B tentang pemberian
lzin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum
sebageimana dalam KUI+P yang telah berlaku d! tndonesia.
Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat
kepoiisian sebagai penegak hukum yang langsung
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bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang
amat berat dan penting daiam periindungan masyarakat.
n^l^a I ll ln rll.lE I -I-^l^,'^ .lf);iE llla^^l Cr1 a.,a+ rl marrra+-1",^^lJCilcalla Ur\JLJ lIl\l\l r CrrtLltl lrJ'i!, I GtOCal lrL, ClyCli 't llltrlly€ltclI\ctll
bahwa 'Kepolisian negara Republik lndonesia sebagai alat
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
maorraralzaf Jrarft raaa malinr.lr rnai m66^4rrami mala.rani
.rlsv,qrqrrqt vvrruvqg rrrvirrrvsarvr, rrrvravq,vrarat arrvrg,qrr.
masyarakat serta menegakkan hukum".
Dalam ayat tersebut di atas sudah jelas, bahwa aparat
Lan^li+i+n mamllilzi n6;^6^h nan*iaa .lr.!r.r*r r rh6tr^l\vHvllslsr r .l r(/l r i.l,l\i P\rl (il iul I Pgl llll lV Uqlql I I sl,qrq
pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban
masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi,
malorrani maavaral-a* aar*a manaaaLlran h, 
'lu. ra lJ^lllrvlqyqllr rrtqgrsrsr\ql gvtlq rrivrrvvqr\r\Galr lrul\vtlt. I tql
tersebut kembali diterangkan dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal I yang menyatakan
ha lrrrra.uqt luta.
Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah
satu fungsi Bemerlntahan di bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman,
pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi
seiiap waiga ineionesia, nrendasari aparat kepolisian untuk
mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain
untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan
juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas.
Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di
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D.
cantumkan pula dalam Pasal 45 tentag penggunaan
kekerasan dan senjata apiyang menyebutkan bahwa:
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan
menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus
diusahakan terlebih dahulu ;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan
penegakan hukum yang sah;
4. Tidak acla pengecualian atau alasaR apapun yang
dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak
berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras
harus dilaksanakan secara proporsional dengan
tujuannya dan sesuai dengan hukum;6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam
penerapan tindakan keras harus berimbang dengan
ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjatalalat
atau dalam penerapan tindakan keras; dan8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan
kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.
Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai
dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai
dengan keientuan hukum yang berlaku.
Pertanggungjawaban Pidana
1, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut
dengan tearekenbaardheid atau criminal responsibility yang
menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk
menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat
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dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi
atau tidak,
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak
pidana yang telah dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur
delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari
sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
dipertanggugjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana
yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung
jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab
yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Pompe (Amir llyas, 2012 : 74) kemampuan
bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (dader'l yang
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang
memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat
perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai
dengan pendapatnya.




Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan
atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut
melawan hukum (dan tidak peniadaan sifat melawan hukum
atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu.
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya
seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat
d ipertang g u ngjawabp id anakan.
Dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di lndonesia
Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi (Amir llyas,
2012 : 76) menjelaskan bahwa unsur mampu
bertanggungjawab mencakup :
a. Keadaan Jiwanya
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau
sementara (temparaiA;
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot,
embecile, dan sebagainya), dam
3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah
yang meluap, pengaruh bawah sadarlreflexe
bewenging, melindur/ slaapwandel, mengigau
karena demam/koorfs, ngidam dan lain sebagainya.




Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan
keadaan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan
keadaan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana
dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno (Amir llyas, 2012
: 77) kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan
apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab,
yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur:
'i. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Menurut ketentuan yang di atur dalam hukum pidana,
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:
1. Kesengajaan (opzefl
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur
kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. lni layak oleh
oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman
pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan
sengaja, Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur
tindak pidana, yaitu ke-1 : perbuatan yang dilarang, ke-Z :
akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu,
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dan ke-3 : bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
Kesengajaan dapat dibagi menjaditiga bagian, yakni :
a) Sengaja sebagai niat;
b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
c) Sengaja sadar akan kemungkinan.
2. Kealpaan (cutpa)
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku
yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu
terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.
Menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.
Sitorius, (Amir llyas, 2012: 84), skema kelalaian atau culpa
Culpa late yang disadari (alpa)
CONSC/OUS : kelalaian yang disadari, contohnya,
antara lain sembrono (roekeloos). ialah
(onachftzaam), tidak acuh. Dimana seseorang sadar
akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan
terjadi;
Culpa lata yang tidak disadari (lalai)
UNCOA/SC/US : kelalaian yang tidak disadari,
contohnya antara lain kurang berpikir
(onnadentkend), lengah (onoplettend), dimana
seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko,
tetapitidak demikian.
3. Tielak ada alasan pemaaf
Menurut Ruslan Saleh (Amir llyas, 2012: 87) bahwa:
Tiada terdapat "alasan pemaaf' , yaitu kemampuan
bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau
alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat





Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan
pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:
1) Daya Paksa Relatif (overmacht) sebagaimana diatur
dalam Pasal4E KUHP:
"Barang siapa melakukan perbuatan. karena terpaksa
oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan
tidak boleh dihukum"'
2) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas
(Noodweer excesl) sebagaimana diatur dalam Pasal 49
aYat (2) KUHP:
"melampaui batas pertahanan yang. sangat perlu' jika
perbuatan it; O"ng,n sekonyong-koly:19- dilakukan
karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat
itu juga, tidak boleh dihukum"'
3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah' tetapi
TerdakwaMengiraPerintahituSahsebagaimanadiatur
dalam Pasal 51 aYat (2) KUHP:
"perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang -li9-?f
berhak tidrl-*e,rioebaskan dari hukuman, kecuali jika
pegawai 
- y"ng di bawahnya atSs perintah atas
kepercayaannya memandang bafrwl . perintah itu
seakan-akan [iOerif<an kuasa yrng berhak.dengan sah
dalam m"nj"i"nf'n perintah itu menjadi kewajiban
pegawai yang dibawah perintah tadi''
3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Menguasai seniata
Api atau Bahan Peledak.
Suatu pertanggungjawaban tindak pidana
penyalahgunaan senjata apiterdapat dua ma€m yaitu :
a) Pertanggungjawaban tindak pdiana penyalahgunaan
senjata api menggunakan prosedur menurut ketentuan
yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus
memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
1) Pemohon riin kepemilikan senjata api harus
memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu'
Secaramedispemohonharussehatjasmani,tidak
cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan
membawa dan menggunakan senjata api dan
berPenglihatan normal;
2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup
dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah'
Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan
hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang
ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan
pertimbangan keamanan lain dari caion pengguna
senjata api, untuk menghindari adanya
penyimpangan atau membahayakan jiwa orang
lain;
4') Pemohon harus berkelakuan baik dan belum
pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana
Yang dibuktikan dengan SKKB;
5) i']emohon harus lulus screening yang dilaksanakan
Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak'
6)Pemohonharusberusia2ltahunhingga65tahun:
dan
7) Pemohon juga harus memenuhi syarat aelministratif
prosedur dan memiliki lzin Khusus Hak Senjata Api
(IKHSA).
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Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon
juga harus mengeiahui bagaimana prosedur selanjuinya yang
diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :
1) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan
rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat,
dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar
mudah terdata, sehingga kepemilikan seniata mudah
ierlacak.
2') Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes
psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes
Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas
I sampai kelas lll calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi
pada kelas lll ini harus bisa berhasil menggunakan
sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara
PA sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang
dikeluarkan oleh lstitusi Pelatihan Menembak yang sudah
mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri
yang dituniuk).
4') Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus
diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai
enam bulan. Bila gagal dalam batas wakiu tersebut, Polri
akan menolak melanjutkan uii kepemilikan'
43
Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan
senjata api hanya diberikan kepada perjabat terteniu, (Y.Sri
Pudyatmoko, 2009:203) antara lain :
1)Pejabatswastaatauperbankan,yaknipresiden
direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama,
dan direktur keuangan;
2)Pejabatpemerintah,yakniMenteri,KetuaMPR/DPR'
Sekjen, lrien, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian
juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, lrwilprop'
Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
3) TNI/Polri dan Purnawirawan.
b) Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan
senjata api tidak menggunakan prosedur.
Daiam KUHP tidak ada diaiur mengenai iindak pidana
penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan
prosedur, akan tetapi dalam KUHP telah diatur dengan
tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan
suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yaitu dalam
pasal4gayat(1)yangmenyatakandengantegasbahwa:
"barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri
aiau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang
M
melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu
juga , tidak boieh dihukum"' Berdasarkan peraturan ini,
maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang
dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai hukuman
akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam
keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam pasal
49 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman. Disamping pada pasal
49 ayat (1) diatas, batasan untuk melakukan suatu
perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam
pasat 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa :
,,Barang siapa melakukan perbuatan uniuk menjalankan
peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum"' Hal ini
berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu
perbuatan untuk menjaiankan peraiuran undang-undang
tidak boleh dihukum akan tetapi apabila perbuatan tersebut
dilakukan bukan untuk menjalankan peraturan undang-
undang, pelakunya dapat dikenai hukuman.
Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang
dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi
"mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap
terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi,
usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan
sebeium terjadi PenYimPangan'
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Pengendalian represif, kontrol sosial yang dilakukan
seteiah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak
memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula
dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau
membebankan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk
untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat
adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang.
Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu
diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan
untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang
tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar






Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian
awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti.
Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan peneiitian di
Pengadilan Negeri Makasar dan dibeberapa tempat yang
menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas
Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di
beberapa toko buku diwilayah Kota Makassar.
Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi
penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar yang diperoleh
melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Daia Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara iidak langsung
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya
ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang




C. Teknik Pengumpulan Data
1. Meiode Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui
metode Penelitian Kepustakan (Library Research) dan metode
Penelitian Lapangan (F ield Research)
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Reseach), yaitu
penelitian yang dilakukan guna mengumpuikan sejumiah
data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas.
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni
penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan
terbuka dalam bentuk Tanya Jawab kepada narasumber
berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga
diperoleh data-data yang diperlukan.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Wawamcara (lnteruiew), yakni penulis mengadakan tanya
jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan
masalah yang dibahas. Seperti hakim dan jaksa yang




b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang
diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan
Negeri Makassar
Analisis Data
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya
diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpuian dari
bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang
dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari
berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk
mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis
pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh
pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai
dengan permasalahan yang diteliti.
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BAB !V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa lzin
Sebelum penulis membahas bagaimana penerapan hukum
pidana materiil dalam kasus ini, terlebih dahulu penulis akan
menguraiakan mengenai cakupan dari hukum pidana materiii, yakni
membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta
pertanggungjawaban pidananya. Adapun posisi kasus berdasarkan
Putusan Nomor 9001147 lPid.B/PN.MKS adaiah:
l. Posisi Kasus
Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus tanpa hak
memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata api rakitan yang
dilakukan oleh seorang warga bernama Ahmadi Sabiruddin alias
Madi.
Awal mula kejadian saat lshak bersama Aco Bangkala
melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca jendela rumah
bagian depan Ahmadi Sabiruddin alias Madi (Pelaku) yang saat itu
Madi mengambil seniata api rakitan jeis papporo yang kemudian
mengejar pelaku pengrusakan sampai di dekat mesjid namun tidak
ditemukan sehingga Madi bersama Onal (Sahabat Pelaku) kembali
kerumah dengan membawa senjata api rakitan jenis papporo dan
tidak lama kemudian peiugas dari kepolisian mendatangi TKP
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(Tempat Kejadian Perkara) Pengrusakan pada hari Minggu tanggal
25 Maret 20'12 sekitar pukui 23.00 Wita di Perumahan BTP Blok B.
No.163 Kecamatan Tamalanrea dan menemukan senjata api
rakitan tersebut dengan ienis papporo.
2. Dahraan Jaksa Penuntut Umum
Terdakwan Ahmadi Sabiruddin alias Madi didakwa oleh
Penuntut Umum dengan surat dengan surat dakwaan Tunggal
yaitu: melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 1 ayat (1) UU R.l NO.12IDRT/1951.
3. Tuniutan Jaksa Penuntut Umum
Adapun Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada
pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus:
1. Menyatakan terdakwa Ahmadi Sabiruddin alias Madi
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki
atau menyimpan senjata api, amunisi atau bahan
pclcdek sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Rl No. 12lDttl1951
LN No.78 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Tunggal.
2- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selarna
2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdals /a
berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata
api rakitan jenis papporo dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
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4. Amar Putusan
Memperhaiikan Pasai 1 ayai (i) uu No.12lDRT/1951 LN
Tahun 1951, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar
dalam kasus Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa lzin
yang dilakukan terdal<wa Madi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi sabiruddin terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana tanpa hak memiliki atau menyimpan sesuatu
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak'
2. tr,tenlatunkan pidana kepada terdakwa dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. 'l\lenetapfan masa penahanan yang telqh dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
4. M"emerintahkan barang bukti berupa 1 (buah) senjata api
rakitan jenis papporo, dirampas untuk dimusnahkan'
5. Menghukum'terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebelar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
5. Analisis Penulis
Analisis penulis dari segi tindak pidananya, tindak pidana
dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus
diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya.
Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum
pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: kemampuan bertanggungjawab
atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Adanya
perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si- pelaku yang
berhubungan dengan kelakukannya(disengaia, sikap kurang hati-
hati atau lalai)serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang
menghapuskan pertanggungiawaban pidana bagi si pembuat.
Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmadi
Sabiruddin merupakan iindak pidana yang telah ierbuHi dan
meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa terlebih
dahulu sesuai dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan
dan membawa seniata api sebagaimana mestinya yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 2/DRT/1 951.
Bagi penulis sudah merupakan hal yang tepat apa yang
dipuius oieh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam
keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana
tersebut dan ada unsur kesengajaan . terdakwa ielas membawa,
memiiiki, dan menyimpan senjaia api ianpa hak merupakan tindak
pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Terdakwa
sengaja menyimpan senjata api jenis papporo dirumahnya yang
sebeiumnya mempunyai senjaia api iersebui adalah Aktris
seseorang yang pernah tinggal di rumah pelaku dan sekrang sudah
berlayar yang kemudian senjata api jenis papporo tersebut pelaku
simpai dengan iidak memiliki izin dari pihak yang berwajib. Bagi
penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang
Nomor 12IDRT/1951 .
Analisis penulis mengenai penerapan maieriilnya. Tindak
pidana merupakan Suatu tindakan melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaia oleh seseorang
yang iindakannya iersebui menurui pertanggungjawaban pidana
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atau kesalahan menurut hukum pidana ada tiga yaitu, kemampuan
bertanggungjawab aiau si pembuai dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, adanya
perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan dari si pembuat
iiu disengaja, kurang hati-hati atau lalai, dan tidak ada alasan
pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidanabagi si pembuat. Kasus yang penulis
bahas adalah tindak pidana kepemilikina senjata api tanpa izin
yang dilakukan oleh Ahmadi Sabiruddin.
Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini
mendakwa terdakwa ierhadap kasus Kepemilikan senjata apitanpa
izin, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan
tunggal yaitu: melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana
daiam pasai 1 ayai (1) UU R.l NO.12lDRTl1951.
Dengan menggunakan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut
Umum yakin bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-
pasal yang didakwakan diatas dapat dengan jelas dibuktikan di
muka persidangan.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses
pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa
sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Rl No.
*
12IDRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai
berikut:
1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memiliki, membawa, senyimpan senjata api dan
amunisi
3. Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang
- Uneur barangsiapa
Terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim telah memberikan
pertimbangan pada dakwaan Tunggal dan telah dinyatakan terbukti
pada diri terdakwa, maka terhadap unsur barang siapa pada
dal<waan inijuga dinyatakan terbukti pada diriterdakwa.
- Tanpa hak memiliki, membawa, dan menyimpan senjata api
Berdasarkan keterangan saksi Marsel dan Saksi Anih Daud
serta pengakuan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar pada
hari minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar Pukul 23.00 Wta,
bertempat di BTF Blok B No. 163 Makassar, terdakwa ieiah
ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena ditemukan telah memiliki
atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis papporo yang
terdalwa simpan dibawah meia piring didalam rumah terdakwa
yang diakui terdakwa adalah miliknya tanpa dilengkapi dengan
surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta
diatas unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa
terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
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- Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang
benrenang
Berdasarkan keterangan saksi Marsel dan saksi Anih Daud
dan didukung pula dengan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh
fakta bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap karena ditemukan
telah membawa atau menyimpan bahan peledak berupa senjata api
jenis papporo, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang
sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan
senjata api jenis papporo tersebut. Berdasarkan fakta diatas unsur
kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang
berwenang terpenuhi oleh perbuaian terdakwa.
Menurut penulis, putusan No. 900/Pid.Bl2012lPN.Mks telah
memuat haLhal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 jo Pasal 1gg KUHAP.
Hal-hal yang dimaksud yaitu: kepala putusan, nama lengkap,
tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempai tinggal, agama tau pekerjaan terdakwa, dakwaan
pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan
disidang yang menjacii dasar penentuan kesalahan terdakwa,
tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pemidanaan disertai dengan keadaan yang
memberatkan dan meringankan terdakwa, hari dan tanggal
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diadakannya musyawarah majelis hakim, ketentuan kepada siapa
biaya perkara dibebankan dengan menyebuikan jumlah yang pasii
dan ketentuan mengenai barang bukti, perintah supaya terdakwa
ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan
ianggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus dan nama panitera.
Jika dilihat dari segi persyaratan surat dakwaan. Putusan
No.900/Pid.Bl2012lPN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dimana dalam suatu surat
dakwaan harus memuat tanggal, identitas terdakwasecara lengkap,
ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat dakwaan
harus memuat seoara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (tempus delicti)
dan tempai iindak pidana dilakukan (locus delicti).
Selain itu, putusan No.900/Pid.BnA12lPN.Mks telah didukung
oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal
183 jo Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus
didukung dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah
ditambah dengan keyakinan hakim.
Penerapan ketentuan pidana dalam putusan
No.900/Pid.Bl2012lPN.Mks, telah sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang berlaku.
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api
Tanpa lzin
1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum
Keteran gan Saksi-saks i
a. Keterangan Terdakwa
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012
sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di BTP Blok B No.163
Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas
Kepolisian, karena ditemukan telah menguasai, membawa,
mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk
senjata rakitan jenis Papporo yang terdakwa simpan
dibawah meja piring didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pemilik senjata api rakitan tersebut adalah milik
terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik senjata api jenis papporo tersebut
sebelumnya telah terdakwa bawa untuk mengejar lshak dan
Aco yang telah melakukan penyerangan dirumah terdakwa
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata api jenis papporo
tersebut saat mengejar lshak dan Aco adalah untuk
menggertak saja.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut
dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis
Hakim
b. Keterangan Para Saksi
Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 dan
keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi Marsel dan saksi Ani Daud menerangkan
bahwa sekitar Pukul 23 Wita, bertempat di BTP Blok B No.
163 Makassar, terdakwa Madi, ditemukan telah menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1
(satu) buah senjata api rakitan jenis papporo yang terdakwa
simpan didalam rumah teradakwa.
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- Bahwa senjata api ienis papporo tersebut sebelumnya
terdakwa bawa untuk mengejar lshak. Qal Aco untuk
membalas atas penyerangin' yrng diiakukan dirumah
terdakwa.
- Bahwa awalnya jendela rumah kost terdakwa dirusak oleh
lshakdanRco."ningg"terdakwayangberadadalamrumah
tersebut bermaksuJ- melakukan pembalasan kemudian
terdakwa mengambil senjata jenis Papporo kemudian
mengelar lshak-dan Aco namun saat mengejarnya t'erdakwa
tidak menemuXannya sehingga terdat<wa kembali
kerumahnyadanmenyimpansenlatajenispapporotersebut.
.BahwapadasaatterdakwamengejarlshakdanAcosambil
berteriak "mana lshak dan Aco" sehingga masyarakat yang
berada disckitar tempat tersebut merasa terganggu
.Bahwaselanlutnyapetugaskepolisian.mendatangirumah
terdakwa oan meneti.tiran 1 (saiu) buah senjata api rakitanjenis pappoio yrng tersimpan dibawah meia piring dalam
rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat senjata api rakitanjenispapporotersebutberwarnasilverukuran30cmdan
L"nirt iifitrn tersebut dapat mengeluarkan. letusan/bunyi
ap"'bila dipergunakankiitembakkan dan dapat
membahayakan orang apabila dipergunakan'
- Bahwa n"n"r Senjita' api ienis -papporo tersebut milik




bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Papporo.
Adapunhak-halyangyangmenjadimenentukanberat
ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan:
Hal-hal vanq memberatkan:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat'
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Hal-hal yano merinqankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui
perbuatannya dan menyesalinya.
2. Analisis Penulis
Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak
pidana yangd didakwakan merupakan hal peniing daiam putusan.
Pudjo Hunggul (wawancara Tanggal A2 Desember z}fi)
mengemukakan bahwa:
Dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiiiki
pertimbangan-pertimbanga n tertentu. Hal tersebut d i I ihat dari
segi aspek sosiologis, yuridis, filosofis. Aspek yuridis
merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan olehjaksa/penuntut umum.
Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh
besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul
dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti
yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-
fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan
waktu kejadian, modus operandi bagaimana tindak pidana itu
dilakukan, penyebab atau latar beiakang mengapa terdakwa
sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung
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ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan
tindak pidana dan sebagainYa.
Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi,
lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga
diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan
puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis
sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai
sosiologis, filosofis, dan yuridis.
Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak
daiam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim
harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk
dipidana atau tidak. Karena walaupun Seseorang tersebut secara
riil telah meiakukan kesaiahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat
untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman
terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka
harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:
1. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil
maupun materil.
3. Tidak ada alasan Pembenar4. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut
hukum
5. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.6. Tidak adanYa alasan Pemaaf'
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Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim
dapat melanjutkan persidangan dan seianjutnya mengambil
keputusan dari hasil persidangan. Dalam mengambil keputusan'
hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-
adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun
bagi masyarakat, bangsa dan Negara. untuk itu, sebelum hakim
menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan
aiau iindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang
ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan
dan memberi peniiaian aias perisiiwa yang terjadi serta
menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum
terhadap perisiiwa itu.
Apapun putusan yang diiatuhkan oleh hakim pastilah sudah
mempunyai pertirnbangan mengapa sampai dengan putusannya.




memnur,tixan- efek jera terhadapnya, hal tersebut erat
kaitannya d"ng"n teori tuluan pemidanaan. €elain itu, hakimjuga haru" mi*p"rhatikan kesalahan dari terdakwa disertai
ajng.n hal-hal irng meringankan dan memberatkan bagi
terdakwa.
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Apabila melihat dari putusan No.900/Pid.Bl2012lPN.Mks,
yang menjadi periimbangan hakim yaitu:
- Kesalahan dari pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan
hakim sebelum meniatuhkan putusan adalah melihat unsur
kesaiahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur
dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu
Pasal 340 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No.
.i2 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dalam
hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasaltersebut
berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan
mendengarkan keterangan dari ierdahrua, saksi-saksi yang
melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-saksi dalam
persidangan telah bersesuaian, demikian iuga dengan
keterangan dari terdakwa.
- Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar sebagai
alasan PenghaPusan Pidana-
- Barang buldiyang ada dalam persidangan.
Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah
sebagaimana diterapkan dalam pasal 183 jo Pasal Pasal 185
KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah
dengan keYakinan hakim.
Hal-hal yang rnemberaikan ierdakwa:
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- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
Hal-hal yang meringankan terdakwa:
- Terdakwa belum Pernah dihukum










Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan
pembahasan yakni sebagai berikut:
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku iindak
pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No.
900/Pid.B/20121PN/Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-
fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan
terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas
ini diterapkan melanggar ketentuan pklana Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan
Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat
dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Terdakwa Ahmadi
Sabiruddin alias Madi secara sah dan meyakinkan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "kepemilikan senjata api
tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan
menjatuhkan pidana terhapa Ahmadi Sabiruddin alias Madi
selama 2 (dua) Tahun.
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B.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
peiaku yang rneiakukan iindak pidana kepemilikan senjata api
tanpa izin pada studi kasus Putusan Nomor 900/
Pid.Bna12lPN.Mks, berdasarkan alat-alat bukti yakni
keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang
bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut
umum. serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
ciiperkuai dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu
sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan
dapai meringankan Terdakwa guna penjaiuhan hukuman
yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi
masyarakat terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan
hukum hakim ini teiah sesuai dengan ketentuan Undang-
undang Yang berlaku.
Saran
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan
dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:
1. Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata
Api, baik senjata api legal maupun ilegal dan banyaknya
kasus penyalahgunaan senjata Api legal oleh warga sipil,
sebaiknya pihak berwajib tidak menggampangkan pemberian
izin, dan persyaraiannya pun perlu diperketai.
Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak
Kepolisian dengan meiakukan razia kepemilikan Senjata Api
guna mengurangi aksi kejahatan.
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